
 

77 
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Penerapan 

Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Camat Plampang 

Kabupaten Sumbawa, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Beberapa prinsip good governance sudah terlaksana di Kantor Kecamatan 

Plampang Kabupaten Sumbawa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas.  

a. Terlaksananya prinsip transparansi dibuktikan dengan masyarakat telah 

diberikan informasi secara terbuka terkait persyaratan yang harus dilengkapi 

saat mengurus administrasi. Namun, di sisi lain prinsip tranparansi ini belum 

terlaksana dengan maksimal, misalnya pada penyediaan papan informasi 

tentang alur pelayanan, biaya administrasi pelayanan, dan papan struktur 

organisasi kantor.   

b. Pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga secara umum dapat dikatakan 

sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pertanggung 

jawaban yang diberikan oleh pihak pegawai kecamatan atas segala kelalaian 

yang dilakukan selama memberikan pelayanan.  

c. Terakhir, berbeda dengan dua prinsip sebelumnya, pelaksanaan prinsip 

efektivitas   pada kantor kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa belum 

terlaksana dengan baik. hal ini berkaitan dengan kedisiplinan beberapa 
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pegawai kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan. Misalnya, ada 

beberapa pegawai yang datang terlambat serta pulang sebelum waktu kerja 

berakhir, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan saat itu tidak 

dapat menyelesaikan urusannya sesuai waktu yang diharapkan.    

2. Secara umum pelakasanaan beberapa prinsip good governance di Kantor 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sudah terlaksana dengan baik. 

Namun, beberapa prinsip tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini 

disebabkan karena terdapat beberapa faktor penghambat. Adapun faktor-faktor 

penghambat terlaksananya prinsip-prinsip good governance diantaranya. 

a. masih ada beberapa pegawai yang belum memahami prinsip-prinsip 

pelaksanaan good governance. Misalnya terkait dengan prinsip transparansi, 

masih ada pegawai tidak terbuka tentang biaya pelaksana yang diberikan 

kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu berapa rincian yang 

seharusnya dikeluarkan pada saat melakukan pengurusan tentang 

administrasi kependudukan dan juga tidak ada kejelasan tentang waktu 

penyelesaian administrasi dokumen sehingga masyarakat merasa 

kebingungan terkait biaya dan waktu administrasi di kantor tersebut.  

b. tidak adanya pelatihan khusus atau sosialisasi terkait penerapan prinsip-

prinsip good governance secara berkala yg diselenggarakan oleh pemerintah 

setempat. Hal ini menyebabkan beberapa pelayanan dilakukan tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance.  
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c. latar belakang sebagian besar masyarakat Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa adalah petani dan peternak, sehingga beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan terkait pelaksanaan program 

pemerintah tidak dapat diikuti oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan 

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui informasi yang disampaikan 

dalam kegiatan tersebut, sehingga prinsip tranparansi tidak terlaksana 

dengan maksimal.   

1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu : 

1. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat 

dalam memberikan pelayanan sehingga penerapan  prinsip good governance 

dalam meningkatkan kualiatas pelayanan dapat dilakukan dengan baik guna 

mencapai kesejateraan masyarakat.  

2. menerima dan menindaklanjuti setiap permasalahn yang dilaporkan oleh 

masyarakat. 

3. pemerintah setempat juga diharapkan tetap menjalin hubungan kerja sama yang 

baik  dengan masyarakat ataupun instansi-instansi lain yang ada di daerah 

setempat. Misalnya bekerja sama dalam pengambilan keputusan program dan 

kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan,  bekerja sama dalam 

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan 

nilai-nilai kearifan lokal, bekerja sama dalam menyusun perencanaan dan 

penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga, dll.   
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4. Diharapkan pihak pelaksana mampu memberikan pemahaman tentang 

pentingnya dalam mengurus dokumen kependudukan salah satunya akta 

kelahiran dan pengurusan akta jual beli tanah. 

5. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan intensif yang sesuai dan 

layak kepada masyarakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Pelayanan 

intensif yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat harusnya dapat 

mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat daerah tersebut. 

Pelayanan yang diberikan pun harus bersifat mendalam dan sungguh-sungguh 

sehingga menacapai hasil yang optimal.  
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Gambar 1: kantor camat plampang kabupaten sumbawa 
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Gamabar 2: struktur organisasi kantor camat plampang kabupaten sumbawa masih 

belum dipajang 

 

Gambar 3: tempat pelayana pada Kantor Kecamat Plampang Kabupaten Sumbawa 
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Gambar 4: Wawancara dengan bapak camat sekaligus sekcam plampang.  
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Gambar 5: Wawancara dengan pegawai bidang pelyanan umum dan kepegawaian 

sekaligus bagian seksi kecamatan plampang 
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Gambar 6: kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di 

kantor Desa sepayung luar 
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Gambar 7: wawancara dengan masyarakat kecamatan plampang kabupaten sumbawa 
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Gambar 8: wawancara dengan masyarakat kecamatan plampang kabupaten sumbawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


